WALIKOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah

Nomor 05 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi maka perlu diatur

tentang pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Peraturan Walikota.

1.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005



Memperhatikan

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Aanggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok —
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 11 Seri A.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4
Januari 2006 perihal Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Menetapkan

2. Berita Acara Hasil Rapat Tim Penentuan Harga Sewa Rumah Dinas bagi
Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
Nomor 170/050.1/Setwan tanggal 18 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BEKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

A .

Daerah adalah Kota Bekasi;
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Bhakti Tahun 2004 — 2009;
Walikota adalah Walikota Bekasi;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bekasi;

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bekasi

yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan

Pasal 2

(1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan

diberikan tunjangan perumahan;

(2) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan

standar sataun harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk

maubelair, biaya listrik, air, gas dan telepon;

(3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal

ini adalah sebagai berikut :



a. Ketua DPRD sebesar : Rp. 9.200.000,00/bulan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar : Rp. 8.500.000,00/bulan;
c. Anggota DPRD sebesar : Rp. 7.500.000,00/bulan.
(4) Tunjangan sebagaimana ayat (3) pasal ini belum PPH Pasal 21 sebesar 15%

Pasal 3

Besarnya pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi
pada Tahun Anggaran berjalan

BAB 1l

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangankan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA BEKASI
TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangakan di Bekasi

Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR  SERI



